
( I ) 

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 telah 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat 
Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah 
ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh Perangkat 
Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis 
Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian 
disahkan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. 

BUPATI TEMANGGUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 31 TAHUN 2019 

PRO VIN SI JA WA TENG AH 

BUPATI TEMANGGUNG 

Menimbang 



( 2) 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3459); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9); 

Mengingat 



( 3 ) 

se bagai unsur 
yang merrumpm 

yang menjadi 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. 

4. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 
2019-2023. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 28); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 110); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2008 Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 
Tahun 2011 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2011 Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2019 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 98); 

Menetapkan 



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Temanggung. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA merupakan unsur penunjang Urusan 
Pemerintahan bidang. perencanaan daerah dan Urusan 
Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. 

8. Urusan PernerintahanWajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 
(dua puluh) tahun. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan Kepada Daerah. 

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 ( satu) tahun. 

13. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan pem bangunan PD 
berjangka waktu 5 (lima) tahun. 

14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/ a tau kualitatif yang terdiri dari unsur 
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 
menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program 
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Bad an Perencanaan 
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 



( 1) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi 
PD segera setelah RPJMD ditetapkan. 

( 5) 

Pasal4 

Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) 
tahun Perangkat Daerah sebagai Penjabaran dari RPJMD 
Tahun 2018-2023. 

Pasal 3 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk: 
a. mewujudkan perencanaan teknis PD di Periode ke-3 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 
2005-2025; 

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, clan sinergitas 
pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi 
maupun tingkatan pemerintahan; clan 

c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2018-2023 berdasarkan sektor-sektor clan 
bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya balk yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan 
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/ jasa. 

20. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. 

21. Hasil ( outcome) adalah .. segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran ·dari kegiatan 
kegiatan dalam satu program. 

22. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. 



( 6) 

( 1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan 
evaluasi Kebijakan Renstra PD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada 
BAPPEDA untuk diverifikasi. 

Pasal 5 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD 
terdiri dari: 
a. Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
d. Dinas Sosial; 
e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 
f. Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
h. Dinas Perhubungan; 

I' 

1. Dinas Lingkungan Hidup; 
J. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
1. Dinas Tenaga Kerja; 
m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; 
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pin tu; 
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 
q. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
t. Dinas Perikanan dan Peternakan. 
u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah; 
w. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah; 
x. Inspektorat; 
y. Sekretariat Daerah; 
z. Sekretariat DPRD; dan 
aa. 20 (dua puluh) Kecamatan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 3t 

SUYONO 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 15 ',,.,11 2.01, 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

-=----~--~ _,_ - 

M. AL KHADZIQ 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 1J 41'11 519 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Apabila dalam hal pelaksanaan ·· RPJMD Tahun 2018-2023 

mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2019-2023 juga 

harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 

keten tuan per a tu ran perundang- undangan. 


